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Abstrak 

 

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Salah satu inovasi terkini adalah implementasi e-Katalog versi 6 yang 
dikembangkan oleh LKPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Katalog versi 6 pada 
satuan kerja pemerintah dari perspektif administrasi publik, dengan fokus pada prinsip efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui 
studi pustaka, observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pelaku pengadaan yang terlibat dalam 
proses pengadaan melalui e-Katalog versi 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini bisa 
mengintegrasikan sistem pengadaan, meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan proses dan 
penurunan harga melalui fitur negosiasi harga, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas melalui 
jejak digital. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan SDM, dukungan 
helpdesk aplikasi yang belum optimal dan keterbatasan jumlah pelaku usaha. Implementasi e-Katalog versi 
6 mencerminkan pergeseran menuju tata kelola berbasis digital yang lebih responsif dan akuntabel, serta 
memperkuat arah reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi 
perbaikan sistem pengadaan dan memperluas wawasan teoretis dalam studi administrasi publik digital. 
Kata Kunci: e-katalog, efisiensi, transparansi, akuntabilitas. 
 

Implementation of E-Catalog Version 6 to Enhance Efficiency, 

Transparency, and Accountability at the Pontianak Financial Training 

Center 

 

Abstract 

 

Digital transformation in the public sector has driven significant changes in the government procurement 

system. One of the latest innovations is the implementation of E-Catalog Version 6 developed by LKPP. This 

study aims to analyze the implementation of E-Catalog Version 6 in government work units from a public 

administration perspective, focusing on the principles of efficiency, transparency, and accountability. Using a 

descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, direct observation and in-

depth interviews of procurement process through E-Catalog Version 6. The findings indicate that this system 

can integrate procurement processes, improve efficiency through process simplification and cost reduction via 

the price negotiation feature, and strengthen transparency and accountability through digital records. 

Nevertheless, challenges remain in the form of limited human resources, suboptimal application helpdesk 

support, and a limited number of business actors. The implementation of E-Catalog Version 6 reflects a shift 

toward more responsive and accountable digital governance, while reinforcing the direction of bureaucratic 

reform in Indonesia. This study provides practical implications for improving procurement systems and 

expands theoretical insights in the study of digital public administration. 

Keywords: E-Catalog, Efficiency, Transparency, Accountability. 
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A. PENDAHULUAN 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah 

merupakan bagian penting dari siklus 

manajemen keuangan negara yang secara 

langsung memengaruhi kualitas pelayanan 

publik. Dalam konteks administrasi publik 

modern, pengadaan bukan hanya soal proses 

administratif semata, tetapi mencerminkan 

kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi 

penggunaan anggaran publik. Reformasi dalam 

sistem pengadaan perlu dilaksanakan secara 

menyeluruh melalui integrasi aspek hukum, 

kelembagaan, teknologi, serta budaya birokrasi 

guna memperkuat tata kelola pengadaan 

barang dan jasa di sektor pemerintahan (Syafar 

& Ramadhan, 2025). 

Selama beberapa dekade terakhir, banyak 

negara, termasuk Indonesia, mendorong 

reformasi pengadaan melalui digitalisasi 

sistem dan prosedur. Salah satu inovasi 

signifikan adalah sistem e-Katalog, platform 

elektronik berbasis katalog yang 

dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

untuk memfasilitasi pengadaan secara cepat, 

transparan, dan kompetitif. E-katalog adalah 

platform informasi digital yang dikembangkan 

untuk menyajikan data terstandardisasi terkait 

daftar barang dan jasa, mencakup merek, tipe, 

spesifikasi teknis, harga, serta ketersediaan 

dari berbagai penyedia, yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh instansi 

pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan 

(Rahmawati & Priambodo, 2025). Sistem ini 

terus mengalami pembaruan, dan versi 

terbarunya, yaitu e-Katalog versi 6.0.  

Salah satu terobosan penting dalam E-Katalog 

Versi 6 adalah fitur integrasinya secara 

langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD), yang memperkuat 

konektivitas antar sistem dalam pengelolaan 

keuangan negara. Penggunaan metode 

pembayaran digital dalam proses pengadaan 

barang dan jasa dapat mempercepat 

pelaksanaan transaksi, memberikan 

fleksibilitas yang lebih tinggi bagi penyedia 

maupun pengguna e-Katalog, serta 

meminimalkan potensi kesalahan yang sering 

terjadi dalam sistem pembayaran manual 

(Rakhman, 2024). Oleh karena itu, E-Katalog 

Versi 6 berperan tidak hanya sebagai 

perangkat teknologi, tetapi juga sebagai 

instrumen kebijakan yang mendukung 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) 

serta pendekatan New Public Management 

(NPM) dalam praktik administrasi publik 

kontemporer (Hood, 1991; Denhardt & 

Denhardt, 2015). 

Konteks birokrasi Indonesia yang masih kental 

dengan struktur hierarkis dan resistensi 

terhadap perubahan membuat implementasi 

inovasi digital seperti e-Katalog versi 6 perlu 

dianalisis secara mendalam, khususnya di 

tingkat satuan kerja sebagai pelaksana utama 

kegiatan pengadaan. Dalam satuan kerja 

tertentu, penggunaan e-Katalog versi 6 telah 

dimulai untuk memenuhi kebutuhan belanja 

operasional maupun belanja modal, namun 

belum banyak literatur yang mengkaji 

bagaimana proses tersebut dijalankan dalam 

praktik, tantangan yang dihadapi, serta sejauh 

mana sistem ini berkontribusi terhadap prinsip 

tata kelola yang baik (good governance). 

Kajian ini menjadi penting mengingat sistem 

pengadaan yang efektif tidak hanya berdampak 

pada efisiensi anggaran, tetapi juga 

mencerminkan kapasitas kelembagaan dan 

legitimasi pemerintah dalam melayani 

masyarakat. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui 

studi pustaka, observasi langsung dan 

wawancara mendalam, penelitian ini berupaya 

menggambarkan implementasi e-Katalog versi 

6 pada satuan kerja Balai Diklat Keuangan 

(BDK) Pontianak dari perspektif administrasi 
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publik, serta menelaah secara kritis dinamika 

internal dan faktor eksternal yang 

memengaruhinya. 

B. METODE   

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk memahami secara 

mendalam implementasi e-Katalog versi 6 

dalam konteks administrasi publik pada satuan 

kerja pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena 

mampu menangkap realitas sosial yang 

kompleks dan dinamis, serta memungkinkan 

peneliti menggali makna, persepsi, dan proses 

yang berlangsung di lapangan (Moleong, 2017). 

Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus 

(case study), karena berfokus pada satu unit 

analisis tertentu, yaitu satuan kerja yang telah 

menggunakan e-Katalog versi 6 sebagai alat 

utama dalam pengadaan barang/jasa. Studi 

kasus memungkinkan pemahaman kontekstual 

dan mendalam terhadap fenomena yang sedang 

diteliti (Yin, 2018). 

C. PEMBAHASAN  

Tabel 1.  Paket Pengadaan Menggunakan e-

Katalog Versi 6 di BDK Pontianak TA 2025 

No Paket Pengadaan 

1 Pengacatan Gedung Kantor 

2 Pengecatan Kanopi 

3 Pemasangan Dinding Batu Alam 

4 Pekerjaan Fisik Pengaspalan Jalan 

Sumber : BDK Pontianak (2025).  

BDK Pontianak merupakan instansi Pemerintah 

Pusat di bawah Kementerian Keuangan yang 

berada di Provinsi Kalimantan Barat, yang 

memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, 

pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang 

keuangan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

hasil observasi dan dokumentasi internal, 

satuan kerja ini memiliki tingkat aktivitas 

pengadaan yang cukup tinggi setiap tahunnya, 

mencakup belanja operasional rutin, 

pemeliharaan, non operasional serta pengadaan 

belanja modal yang mendukung kinerja 

organisasi. Sejak awal 2025, satuan kerja ini 

mulai mengimplementasikan e-Katalog versi 6. 

Pemanfaatan e-Katalog versi 6 dimulai dari 

pemilihan penyedia, negosiasi harga, hingga 

pemesanan barang melalui sistem. Hal ini 

menandai adanya transisi digital yang cukup 

signifikan dalam proses bisnis satuan kerja. Dari 

hasil observasi dan wawancara dengan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat 

Pengadaan (PP) pada BDK Pontianak, dalam 

implementasi E-Katalog Versi 6 diperoleh 

informasi sebagai berikut: 

1. Integrasi Sistem Pengadaan dan Pembayaran 

Salah satu inovasi paling signifikan dalam E-

Katalog Versi 6 adalah kemampuannya untuk 

terintegrasi dengan sistem keuangan negara, 

yang mencakup: 

a. SAKTI, sistem yang digunakan oleh satuan 

kerja pemerintah pusat untuk menyusun 

DIPA, menerbitkan SPM, serta menyusun 

laporan keuangan; 

b. SIPD, sistem yang dimanfaatkan oleh 

perangkat daerah dalam rangka 

perencanaan, penganggaran, pelaporan, 

dan pengelolaan keuangan secara 

komprehensif; dan 

c. e-Kontrak, sebuah modul baru yang 

mendukung pembuatan perjanjian 

elektronik antara penyedia dan pengguna, 

dilengkapi dengan tanda tangan digital 

untuk menjamin validitas dan keamanan 

dokumen. 

Informasi dari PPK dan PP BDK Pontianak, 

interkoneksi E-Katalog Versi 6 dengan SAKTI 

sudah berjalan dengan baik. Setelah transaksi 

pengadaan menggunakan E-Katalog Versi 6 

masuk ke tahap serah terima pekerjaan, data 

pengadaan akan terkirim ke aplikasi SAKTI 

mennggunakan menu interkoneksi. Hal ini 
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dapat meminimalisir perbedaan data antara 

pengadaan dan pembayaran. Untuk 

penandatanganan kontrak pada E-Katalog versi 

6 menggunakan  tanda tangan digital, baik dari 

sisi PPK maupun dari penyedia barang/jasa. 

Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi 

(OECD, 2021) di mana pengadaan publik perlu 

dioptimalkan melalui integrasi proses 

pengadaan ke dalam sistem manajemen 

keuangan negara, sehingga memungkinkan 

terciptanya pemahaman yang lebih menyeluruh 

mengenai alokasi anggaran, termasuk beban 

biaya administratif. Informasi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola 

pengadaan, mencegah terjadinya duplikasi, dan 

mendorong efisiensi dalam penyediaan barang 

dan jasa. 

2. Penyederhanaan Proses Administratif 

Pengadaan 

Menurut informasi dari PP BDK Pontianak, 

pertimbangan menggunakan e-katalog versi 6 

dalam pengadaan barang/jasa adalah 

kemudahan dalam proses pengadaan 

dibandingkan menggunakan metode pemilihan 

penyedia lainnya. Sebelum implementasi E-

Katalog, proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah umumnya harus melalui tahapan 

yang panjang dan kompleks. Untuk pengadaan 

dengan nilai tertentu, pemilihan penyedia 

dilakukan melalui mekanisme tender atau 

seleksi. Proses ini dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu prakualifikasi dan 

pascakualifikasi. Dalam sistem prakualifikasi, 

evaluasi terhadap kualifikasi penyedia 

dilakukan terlebih dahulu sebelum mereka 

mengajukan penawaran, sedangkan pada 

pascakualifikasi, evaluasi kualifikasi dilakukan 

bersamaan dengan penilaian atas dokumen 

penawaran. Tahapan pascakualifikasi meliputi 

pengumuman, pendaftaran, pemberian 

penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, 

evaluasi, penetapan pemenang, hingga masa 

sanggah. Sementara itu, proses prakualifikasi 

cenderung lebih panjang karena melibatkan 

tahapan penilaian kualifikasi sebelum penyedia 

diundang untuk menyampaikan penawaran 

(Rachman, 2021).  

E-Katalog Versi 6 merampingkan alur 

pengadaan menjadi proses digital yang 

mencakup: 

a. Pemilihan barang atau jasa langsung 

melalui katalog, 

b. Pelaksanaan e-purchasing yang mencakup 

pemilihan penyedia dan penyusunan 

kontrak, 

c. Proses penerimaan barang, serta 

d. Integrasi otomatis dengan sistem SAKTI 

atau SIPD untuk keperluan pencairan dana. 

Dengan pendekatan ini, pengadaan menjadi 

lebih efisien dan terintegrasi antarsistem, yang 

pada gilirannya mempercepat realisasi 

anggaran dan mengurangi beban administratif. 

3. Penurunan Harga yang mengakibatkan 

Efisiensi Anggaran 

Sebelum berkontrak, PPK atau PP BDK 

Pontianak melakukan proses negosiasi harga 

melalui aplikasi E-Katalog Versi 6. Fitur 

negosiasi pada aplikasi tersebut sudah 

memadahi untuk melakukan negosiasi seperti 

fitur chat dengan penjual dan kirim konsep 

dokumen perhitungan harga negosiasi. Tren 

negosiasi harga selama ini pada BDK Pontianak 

bisa menurunkan harga antara 10% s.d. 15% 

dari harga tayang produk di E-Katalog Versi 6. 

Telah diberlakukan kebijakan baru yang 

memengaruhi struktur biaya dalam transaksi 

melalui E-Katalog versi 6, yakni pengenaan tarif 

layanan pemilihan penyedia barang/jasa 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan 

Mendesak yang Berlaku pada LKPP. Dalam 

kebijakan ini, setiap transaksi pengadaan yang 

dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk 
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E-Katalog versi 6, dikenakan PNBP dengan tarif 

yang bervariasi sesuai dengan nilai kontraknya. 

Namun, untuk transaksi yang melibatkan 

penyedia dari kalangan usaha mikro, kecil, dan 

koperasi, tarif yang dikenakan adalah Rp0,00. 

Kebijakan ini merupakan inisiatif pertama 

dalam sejarah pengadaan nasional yang 

mengenakan PNBP pada layanan digital 

pengadaan. Informasi dari PPK dan PP BDK 

Pontianak, tarif PNBP tersebut tidak 

dimasukkan ke dalam nilai kontrak antara 

penyedia dan satuan kerja, melainkan 

dibebankan pada tahap pembayaran. Dengan 

demikian, nilai kontrak tetap mencerminkan 

harga riil barang atau jasa yang diperoleh. 

Selanjutnya, tarif PNBP yang dikenakan akan 

langsung disetorkan ke kas negara dan 

memberikan kontribusi terhadap penerimaan 

negara secara fiskal. 

Penerapan PNBP ini juga memperkuat prinsip 

value for money, karena negara memperoleh 

manfaat ganda berupa efisiensi dari proses 

pengadaan dan tambahan penerimaan fiskal 

dari layanan pengadaan digital. Oleh karena itu, 

meskipun kebijakan ini membawa perubahan 

struktural dalam skema pembiayaan transaksi 

pengadaan, penggunaan E-Katalog versi 6 tetap 

selaras dengan prinsip efisiensi dan 

akuntabilitas, selama pemahaman mengenai 

mekanisme tarif dan dampaknya terhadap 

fiskal disampaikan dengan baik kepada seluruh 

pemangku kepentingan. 

4. Audit Trail dan Jejak Digital Otomatis 

Setiap transaksi yang dilakukan melalui E-

Katalog Versi 6 secara otomatis menghasilkan 

log aktivitas digital yang mencatat informasi 

penting, seperti: (1) identitas pengguna dan 

instansinya, (2) waktu serta tanggal 

pelaksanaan tindakan, (3) jenis perubahan yang 

dilakukan, seperti revisi pemesanan, dan (4) 

status terkini dari proses pengadaan beserta 

pembayarannya. Menurut PP BDK Pontianak, 

melalui implementasi sistem E-Katalog, seluruh 

dokumen seperti kontrak dan berita acara  

dapat disusun dan diarsipkan secara digital, dan 

bisa diakses lagi meskipun proses pengadaan di 

E-Katalog sudah selesai. Mekanisme pencatatan 

ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi, 

baik secara internal maupun eksternal, karena 

menyediakan jejak audit yang berbasis data 

faktual dan tidak mudah dimanipulasi.  

LKPP bersama BPKP melakukan kolaborasi 

dalam mengidentifikasi empat bentuk anomali 

yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan 

melalui Katalog Elektronik. Anomali tersebut 

mencakup: pertama, pola pembelian berulang 

terhadap produk dari penyedia yang sama; 

kedua, terjadinya kenaikan harga secara tiba-

tiba yang kemudian turun kembali setelah 

transaksi dilakukan; ketiga, tingginya kecepatan 

transaksi pada saat awal suatu produk masuk ke 

dalam Katalog Elektronik; dan keempat, 

tercatatnya penyelesaian transaksi dalam 

kurun waktu kurang dari 60 menit. (LKPP, 

2024). Sebagai respons terhadap berbagai 

anomali yang teridentifikasi, E-Katalog versi 6 

dilengkapi dengan fitur e-Audit yang dirancang 

untuk mendukung fungsi pengawasan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Melalui fitur ini, APIP memperoleh akses 

terhadap informasi transaksi pengadaan 

pemerintah yang dilakukan melalui katalog 

elektronik. Dengan tersedianya dashboard yang 

menampilkan detail transaksi e-Purchasing, 

diharapkan APIP dapat melakukan deteksi dini 

atas potensi penyimpangan dalam proses 

pengadaan secara lebih cepat dan akurat. 

Fitur audit tersebut bisa mengurangi 

kelemahan pada aplikasi E-Katalog sebelum 

versi 6. Berdasarkan studi (Ariza, 2024), Sistem 

E-Katalog Versi 5 masih memiliki celah yang 

dapat dimanfaatkan untuk praktik koruptif. 

Kerentanan ini antara lain disebabkan oleh 

belum optimalnya mekanisme pengawasan 

yang diterapkan dalam proses pengadaan. 
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5. Tantangan penerapan E-Katalog Versi 6 

Meskipun penerapan E-Katalog Versi 6 telah 

menghasilkan berbagai kemajuan signifikan, 

implementasinya masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang perlu mendapat perhatian. 

Beberapa di antaranya meliputi: 

a. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Salah satu tantangan utama dalam 

implementasi E-Katalog Versi 6 adalah 

keterbatasan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi memadai dalam 

mengoperasikan sistem tersebut. PPK dan PP 

pada BDK Pontianak belum pernah mendapat 

pelatihan tentang penggunaan aplikasi E-

Katalog Versi 6, sehingga hampir melakukan 

kesalahan dalam menjalankan alur aplikasi 

tersebut. PPK dan PP selama ini hanya belajar 

alur aplikasi dari membaca manual aplikasi. 

Kurangnya pelatihan yang komprehensif serta 

belum meratanya pemahaman mengenai 

mekanisme kerja E-Katalog Versi 6 berpotensi 

menurunkan efektivitas pemanfaatannya dalam 

proses pengadaan.  

b. Helpdesk aplikasi e-katalog versi 6 belum 

optimal 

Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian 

dalam implementasi E-Katalog Versi 6 adalah 

belum optimalnya fungsi layanan helpdesk yang 

disediakan. Dalam praktiknya, BDK Pontianak 

mengalami kesulitan dalam memperoleh 

respons cepat dan solutif ketika menghadapi 

kendala teknis maupun administratif. Respons 

yang lambat, keterbatasan jam layanan, serta 

kurangnya petugas yang memiliki pemahaman 

teknis mendalam terhadap sistem, menjadi 

hambatan dalam mendukung kelancaran 

operasional aplikasi. Kondisi ini dapat 

mengganggu efektivitas proses pengadaan dan 

mengurangi kepercayaan pengguna terhadap 

sistem. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

dan manajemen layanan helpdesk menjadi salah 

satu prioritas perbaikan untuk memastikan 

keberlanjutan implementasi E-Katalog secara 

efisien dan responsif. Bila memungkinkan, perlu 

dibentuk knowledge management terkait E-

Katalog versi 6. Jika pelaku pengadaan 

mengalami kendala dalam implementasi E-

Katalog Versi 6, maka bisa belajar mandiri dari 

konten yang ada dalam knowledge management 

tersebut. 

c. Jumlah pelaku usaha terbatas 

PPK BDK Pontianak menyampaikan 

permasalahan rendahnya tingkat partisipasi 

pelaku usaha lokal, khususnya di sektor 

konstruksi. Keterbatasan jumlah penyedia yang 

terdaftar dalam sistem, menyebabkan PPK dan 

PP mengalami kesulitan dalam menentukan 

pilihan penyedia yang kompeten dan sesuai 

kebutuhan. Selain itu, minimnya variasi produk 

dan layanan konstruksi dalam katalog 

elektronik dari pelaku usaha lokal juga 

menghambat proses pengambilan keputusan, 

terutama dalam hal pencarian referensi harga 

pasar yang wajar serta memungkinkan untuk 

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Kondisi ini berpotensi mengurangi peluang bagi 

pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam 

belanja pemerintah secara digital. Diperlukan 

langkah afirmatif dan sosialisasi aktif untuk 

mendorong keterlibatan pelaku usaha daerah 

agar sistem E-Katalog benar-benar inklusif dan 

mendukung pemerataan ekonomi nasional. 

Berdasarkan temuan dan pembahasan, berikut 

beberapa rekomendasi yang dapat 

disampaikan: 

1. Penguatan Kapasitas SDM 

Pemerintah, khususnya LKPP sebagai instansi 

pembina, perlu melakukan pelatihan berkala 

tentang pemanfaatan fitur dalam e-Katalog 

versi 6. Pelatihan dilakukan terhadap seluruh 

pelaku pengadaan yang terlibat dalam E-

Katalog Versi 6, termasuk pegawai di unit 

vertikal Kementerian Keuangan yang berkaitan 

dengan proses pembayaran pengadaan. 
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2. Optimalisasi helpdesk aplikasi e-katalog 

versi 6 

Untuk mengatasi permasalahan belum 

optimalnya layanan helpdesk pada aplikasi E-

Katalog Versi 6, diperlukan langkah-langkah 

perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Salah satu rekomendasi utama adalah 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

yang bertugas di helpdesk, baik dari segi jumlah 

personel maupun kompetensi teknis mereka 

dalam menangani berbagai permasalahan 

pengguna. Selain itu, perlu dikembangkan 

sistem pelaporan dan penanganan tiket yang 

lebih responsif dan transparan, disertai dengan 

indikator waktu tanggap (response time) yang 

terukur. Perluasan jam layanan, khususnya di 

luar jam kerja standar, juga menjadi 

pertimbangan penting untuk mengakomodasi 

kebutuhan pengguna dari berbagai wilayah 

dengan zona waktu yang berbeda. Integrasi 

fitur bantuan langsung (live chat) dalam sistem 

E-Katalog serta penyediaan manajemen 

pengetahuan (knowledge management) yang 

mudah diakses akan semakin memperkuat 

peran helpdesk sebagai pendukung utama 

keberhasilan transformasi digital pengadaan 

pemerintah. 

3. Perluasan partisipasi pelaku usaha 

Untuk mendorong peningkatan partisipasi 

pelaku usaha lokal, khususnya di sektor 

konstruksi, dalam E-Katalog Versi 6, 

diperlukan strategi afirmatif yang terintegrasi 

antara LKPP, pemerintah daerah, dan asosiasi 

usaha. Salah satu rekomendasi utama adalah 

pelaksanaan program pendampingan teknis 

dan asistensi partisipasi pelaku usaha 

konstruksi daerah, yang selama ini mengalami 

kendala administratif dan keterbatasan 

pemahaman terhadap mekanisme e-Katalog 

versi 6. Dengan demikian, E-Katalog tidak 

hanya menjadi alat efisiensi belanja, tetapi juga 

instrumen pemberdayaan ekonomi daerah dan 

pemerataan pembangunan nasional sekaligus 

memperluas pilihan pelaku usaha bagi satuan 

kerja di daerah. 

Untuk pengembangan ke depan, studi ini dapat 

diperluas ke: 

1. Studi komparatif antar satuan kerja yang 

telah menggunakan e-Katalog versi 6, 

untuk mengetahui variasi keberhasilan 

implementasi. 

2. Evaluasi kuantitatif dampak efisiensi 

anggaran dan kinerja belanja, agar 

diperoleh data numerik yang mendukung 

narasi kualitatif. 

Dengan demikian, E-Katalog Versi 6 

diharapkan tidak sekadar berperan sebagai 

platform pengadaan yang modern, tetapi juga 

menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata 

kelola keuangan pemerintah yang sesuai 

dengan prinsip good governance. 

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini mengkaji implementasi e-Katalog 

versi 6 pada satuan kerja instansi pemerintah 

pusat di daerah dari perspektif administrasi 

publik, khususnya dalam hal efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas. Hasil studi 

menunjukkan bahwa sistem ini telah 

membawa sejumlah dampak positif terhadap 

tata kelola pengadaan barang/jasa, meskipun 

di sisi lain masih terdapat tantangan yang perlu 

diatasi. 

Pertama, efisiensi proses pengadaan 

meningkat secara signifikan dengan 

pemanfaatan fitur negosiasi harga yang 

mempercepat siklus belanja serta menekan 

harga pembelian. Kedua, transparansi dan 

akuntabilitas diperkuat melalui sistem 

pencatatan digital yang memungkinkan 

pelacakan dan audit yang lebih objektif.  

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih 

terdapat tantangan, seperti keterbatasan 

kemampuan SDM, helpdesk aplikasi E-Katalog 

Versi 6 belum optimal dan  jumlah pelaku 

usaha terbatas.  
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Secara keseluruhan, implementasi e-Katalog 

versi 6 telah mendukung pencapaian prinsip-

prinsip good governance, dan mencerminkan 

semangat reformasi birokrasi digital yang 

berorientasi pada pelayanan publik yang lebih 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

Fokus utama rekomendasi adalah pada 

penguatan kapasitas sumber daya manusia 

(SDM) dan optimalisasi dukungan teknis. 

Pemerintah, khususnya Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

sebagai instansi pembina, harus secara proaktif 

melaksanakan pelatihan berkala mengenai 

pemanfaatan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi 

E-Katalog Versi 6. Pelatihan ini wajib ditujukan 

kepada seluruh pelaku pengadaan yang 

terlibat, termasuk pegawai di unit vertikal 

Kementerian Keuangan yang bertanggung 

jawab dalam proses pembayaran pengadaan. 

Diperlukan langkah perbaikan yang 

terstruktur dan berkelanjutan untuk 

mengoptimalkan layanan helpdesk aplikasi E-

Katalog Versi 6. Peningkatan kapasitas SDM 

helpdesk, baik dari segi jumlah personel 

maupun kompetensi teknis, merupakan hal 

krusial untuk menangani berbagai 

permasalahan pengguna secara efektif. 

Selanjutnya adalah perluasan partisipasi 

pelaku usaha, khususnya sektor konstruksi 

lokal, dalam E-Katalog Versi 6. 

Studi di masa mendatang disarankan unutk 

diperluas melalui studi komparatif antar 

satuan kerja yang telah mengimplementasikan 

E-Katalog Versi 6 untuk memahami variasi 

keberhasilan implementasi. Selain itu, perlu 

dilakukan evaluasi kuantitatif mengenai 

dampak efisiensi anggaran dan kinerja belanja, 

guna mendapatkan data numerik yang kuat 

sebagai dukungan terhadap narasi kualitatif 

yang ada.   
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